
 

  

 
 
 

BUPATI MALANG  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR 30 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG  

NOMOR 203 TAHUN 2022 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN 

UMUM DAERAH TIRTA KANJURUHAN UNTUK MENYELENGGARAKAN 

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

PENYEDIAAN AIR MINUM DI TAMAN WISATA AIR WENDIT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  :   a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan    

barang milik Pemerintah Kabupaten Malang yang 

berada di Taman Wisata Air Wendit, maka         

beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang 

Nomor 203 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada 

Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan untuk 

Menyelenggarakan Pengembangan dan Pengelolaan 

Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Minum di Taman 

Wisata Air Wendit, perlu untuk disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Malang Nomor 203 Tahun 2022 tentang 

Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta 

Kanjuruhan untuk Menyelenggarakan Pengembangan 

dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penyediaan Air 

Minum di Taman Wisata Air Wendit; 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,       

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang      

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua       

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan        

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015   tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5679); 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang       

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6405);  

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti         

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang        

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran   

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6841); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang 

Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 

Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017           

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan        

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017      

tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran      

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6173); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana    

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan  

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 186); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang       

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri         

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia            

Tahun 2019 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016        

Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9      

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah  

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9      

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 

Nomor 7 Seri D); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17        

Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta 

Kanjuruhan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2018 Nomor 12 Seri D); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1        

Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2024 Nomor 1 Seri E); 



5  

 

18. Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2022 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas       

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah     

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022      

Nomor 60 Seri C); 

19. Peraturan Bupati Malang Nomor 203 Tahun 2022 

tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum      

Daerah Tirta Kanjuruhan Untuk Menyelenggarakan 

Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan    

Prasarana Penyediaan Air Minum Di Taman Wisata    

Air Wendit (Berita Daerah Kabupaten Malang        

Tahun 2022 Nomor 203 Seri D); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA  

ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 203        

TAHUN 2022 TENTANG PENUGASAN KEPADA 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA KANJURUHAN 

UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGEMBANGAN DAN 

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENYEDIAAN 

AIR MINUM DI TAMAN WISATA AIR WENDIT. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang  

Nomor 203 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada 

Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan untuk 

Menyelenggarakan Pengembangan dan Pengelolaan Sarana 

dan Prasarana Penyediaan Air Minum di Taman Wisata Air 

Wendit (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 

Nomor 203 Seri D), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

 

(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Bupati memberikan hak 

penguasaan lahan kepada Perumda Tirta Kanjuruhan 

untuk mengusahakan dan mengelola lahan di Taman 

Wisata Air Wendit untuk penyelenggaraan sistem 

penyediaan air minum. 
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(2) Taman Wisata Air Wendit sebagaimana dimaksud      

pada ayat (1) merupakan barang milik Daerah yang 

berada di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, 

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. 

(3) Peta lokasi yang diberikan hak penguasaan lahan 

kepada Perumda Tirta Kanjuruhan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(4) Pengusahaan dan pengelolaan di Taman Wisata Air 

Wendit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)     

dilakukan pada area atau bidang tanah dengan tidak 

mengubah status kepemilikan barang milik Daerah. 

 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10 

 

(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Perumda Tirta Kanjuruhan 

menyusun Rencana Pengembangan dan Pengelolaan 

Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Minum di 

Taman Wisata Air Wendit yang meliputi: 

a. dokumen teknis; 

b. dokumen finansial; dan 

c. dokumen hukum. 

(2) Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan 

Prasarana Penyediaan Air Minum di Taman Wisata 

Air Wendit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan 

persetujuan. 

 

3. Ketentuan Pasal 17 dihapus. 

 

4. Ketentuan Pasal 18 dihapus. 

 

5. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga Lampiran 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran  

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 



7  

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

 

Ditetapkan di Kepanjen  

pada tanggal 6 September 2024 

 
BUPATI MALANG, 

 
 

ttd. 
 

SANUSI 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal 6 September 2024            

  

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 
 
 

ttd. 
 

NURMAN RAMDANSYAH 

 

Berita Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2024 Nomor 30 Seri D 


